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ABSTRAK 

 

KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI 

PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM 

(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban,Lampung Timur) 

 

Oleh: 

 

OKTA MARLINA 

NPM. 2002012011 

 
Poligami dalam pengertian sederhana adalah beristri lebih dari satu. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia poligami sistem perkawinan yang membolehkan 

seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. poligami bisa 

dilakukan apabila memenuhi syarat yaitu adalah kebolehan menikah hanya pada 

empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, poligami yang tidak 

seimbang, artinya tidak adanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami, 

mengakibatkan kecemburuan sosial antara istri-istri bahkan menimbulkan 

perselisihan antara keluarga.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana konsep keadilan dalam 

poligami menurut hokum keluarga Islam dan bagaimana praktik keadilan dalam 

poligami yang terjadi di desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian 

deskriftif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokmentasi. Dan teknik analisi 

data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriftif 

kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keadilan dalam 

perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung tiga Kecamatan Batanghari 

Nuban Lampung Timur masih belum menerapkan konsep keadilan, pelaku 

poligami cendrung terhadap salah satu istri saja. Keadilan dalam poligami 

perspektif hukum keluarga islam diartikan sebagai adanya persamaan dalam 

memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang 

mampu dilakukan oleh manusia. Adil dalam batas kemampuan manusia ialah adil 

yang bersifat obyektif dan terukur, yaitu adil dalam hal pemenuhan materi, bukan 

adil dalam hal kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang  dan cinta tidak dapat 

diukur secara objektif dan diluar kemampuan manusia untuk dibagi 

 

Kata kunci :Poligami, Keadilan, Hukum Keluarga  
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MOTTO 

 

ن تََۡكُمُواْ 
َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيَۡۡ ٱلنَّاسِ أ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلۡۡ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ۞إنَِّ ٱللََّّ

ا يعَِظُكُم بهِۦِ ۗٓ  َ نعِِمَّ َۢا بصَِيٗرا  بٱِلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ َ كََنَ سَمِيعَ  ٥٨إنَِّ ٱللََّّ
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (Q.S An Nisa: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
1
 Sebagaimana yang 

diungkapkan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly, 

pernikahan tersebut telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, 

memelihara keturunan dengan baik, dan mnejaga kaum perempuan agar 

menjadi seorang yang terhormat. 
2
 Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 

tentang perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
3
  

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam 

prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. 

Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Salah satu bentuk 

perkawinan yang sering perbincangan dalam masyarakat muslim adalah 

                                                           
1
  Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat . ( Jakarta ; Pustaka Seria, 1997), h.39 

2
 Abd Rahman Al-Jazary, Al-Fqih Ala Madzahibil Arba’ah, (Mesir : Dar Al Ihya, 1996), hlm 

284-285 
3
 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 
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poligami.
4
 Di satu sisi ada pihak yang menolak poligami, dengan alasan yang 

bermacam-macam baik yang bersifat normatif, psikologis, dan selalu 

dikaitkan dengan ketidakadilan gender, dan disisi lain ada juga yang menerima 

poligami sebagai sesuatu yang didukung sebagai jalan alternative guna 

menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, dan porstitusi. 

Poligami dalam pengertian sederhana adalah beristri lebih dari satu. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia poligami ialah sistem perkawinan yang 

salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang 

bersamaan.
5
 Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 poligami 

adalah perkawinan yang mempunyai beberapa persyaratan dan alasan. Salah 

satu syaratnya ialah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan 

melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya ialah keadaan istri 

yang mandul, memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan sehingga 

mengakibatkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.
6
 Alasan-alasan 

tersebut yang dapat dijadikan acuan oleh suami apabila ingin melakukan 

poligami.   

Menurut para fuqaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu 

hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda 

Nabi Muhammad Saw. Baik Alquran dan Hadis tidak melarang adanya praktik 

poligami, tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan 

atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan 

                                                           
4
 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis 

Islam di Indonesia) (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29 
5
  KBBI, Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008. 

6
  Boedi Abdulah, Ahmad Saebani, Perkawinan dan perceraian keluarga muslim ( Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), hlm 45 
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kebolehan poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi jika 

persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka 

hukum keluarga Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapt 

melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.7 

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam 

datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri 

yang banyak hingga belasan. Saat Islam datang turun aturan, seorang suami 

melakukan poligami apabila ia telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salah 

satu syarat tersebut adalah seorang suami harus memiliki sikap adil diantara 

para istrinya, di perbolehankan menikah hanya pada empat orang istri apabila 

bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa 

dipenuhi oleh seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri 

saja.
8
 Islam membolehkan suami berpoligami dengan tujuan menghindari 

suami agar tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan 

mencari jalan yang halal, tetapi dengan syarat bisa berlaku adil.
9
  

Dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3 yang menjelaskan kebolehan 

poligami dengan syarat adil. 

ِنَ ٱلن سَِا ءِ مَثۡنَََٰ  ْ مَا طَابَ لَكُم م  ْ فِِ ٱلَۡۡتََٰمَََٰ فَٱنكِحُوا لََّّ تُقۡسِطُوا
َ
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أ

لََّّ تَعۡدِلوُاْ 
َ
َٰثَ وَرُبََٰعََۖ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ لََّّ وَثلَُ

َ
دۡنََٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ يمََٰۡنُكُمۡۚۡ ذَ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
َٰحِدَةً أ فَوَ

 ٣تَعُولوُاْ  
 

                                                           
7
 Fatimah Zuhrah, Adil berpoligami, analisis hukum keluarga islam di indonesia, Vol 2 

Ri’ayah, No. 02, Juli-desember 2017 
8
 Tobibatussaadah,  Tafsir Ayat Hukum Keluarga I (Yogyakarta:Idea Pres,2013), hlm 35 

9
 Tihami dan Sohari sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm 358 
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Artinya:  “Dan jika kamu khawatir tidak akan ampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak)perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua,tiga, atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-

Nisa’ :3)
10

 

Dilihat dari konteks turun nya ayat An-Nisa’ ayat 3 bahwa histori 

diturunkannya ayat tersebut ialah setelah terjadinya perang Uhud, yang pada 

saat itu banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang membuat banyak istri 

menjadi janda dan anak menjadi yatim.
11

 Mereka yang mengurusi harta anak 

yatim diingatkan oleh Allah Swt. Jika ingin menikahi anak asuhnya yang 

yatim maka hendaklah dengan i’tikad baik dan adil. 

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan 

kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri namun 

mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan pondasi dalam 

kehidupan rumah tangga). Dan jika untuk berlaku adil Allah Subhanallah 

Taala memperingatkan secara tegas di dalam QS Al-Nisa 4:129 yang 

berbunyi: 

ن تَعۡدِلوُاْ بَيَۡۡ ٱلن سَِا ءِ وَلوَۡ حَرَصۡتُمَۡۖ فَلََ تمَِيلُواْ كَُُّ ٱلمَۡيۡلِ فَتَذَرُوهَا 
َ
وَلَن تسَۡتَطِيعُو اْ أ

َ كََنَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا    ١٢٩كَٱلمُۡعَلَّقَةِِۚ وَإِن تصُۡلحُِواْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ
Artinya:  “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.karena 

itu janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cintai) 

sehingga kamu biarkan yang lain terkutang katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 

                                                           
10

 QS. An-Nisa’(4): 3 
11

 Wartini, Atik, “Poligami dari fiqih hingga perUndang-Undangan”, hunafa. Vol 10, No 2, 

Desember 2013, hlm 260 
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maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”, (QS. 

An-Nisa’: 129). 
12

 

Keadilan yang di maksud adalah keadilan dalam bidang imateril (cinta). 

Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan 

cara berlebihan kepada yang dicintai. Ayat diatas memberikan penegasan 

tentang syarat bagi yang ingin berpoligami, yaitu dapat berlaku adil terhadap 

hak-hak istri-istrinya, tidak boleh memihak kepada salah satu istri (yang lebih 

dicintai), sehingga menyebabkan istri yang lain merasa cemburu atau 

terzalimi. Keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah 

yang mengetahuinya, sehingga  seorang yang melakukan poligami sulit 

membagi hatinya kepada istri-istrinya, dalam ayat tersebut Allah menyatakan 

kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.
13

  

Poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan logis 

diperbolehkan poligami, tanpa mengindahkan factor keadilan sebagaimana 

disyaratkan oleh Al-Qur’an tersebut. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir 

berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil 

dalam hal memberi nafkah, baik berupa makanan, minum, dan lain-lain. 

Selain itu mereka berpendapat bahwa adil menjadi syarat mutlak dalam 

poligami yaitu meliputi adil dalam pembagian waktu gilir istri-istri.
14

 Dalam 

hal kebolehan poligami menunjukan bahwa Allah Swt. memberikan  potensi 

                                                           
12

Al-Qur’an Digital, Al-Qur’an dan TerjemahannyaQ.S  An-Nisa/4:129. 
13

 Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, “Poligami dan keadilan”, Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm 

14 
14

 Supardi Mursalin, Menolak poligami, Study tentang Undang-Undang perkawinan dan 

Hukum IslamI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 25 
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kepada manusia untuk berbuat adil walaupun adil dalam poligami sangat sulit 

diterapkan. 

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab memahami surat An-Nisa’ ayat 

129,  beliau mengisyratkan yang dimaksud dengan keadilan yang tidak 

mungkin akan tercapai ialah dari segi kecendrungan hati yang memang diluar 

kemampuan manusia. 
15

 Jadi keadilan yang dituntut dalam poligami disini 

adalah keadilan bukan yang menyangkut kecendrungan hati dan perasaan 

melainkan keadilan dalam material yang harus terpenuhi diantaranya yaitu 

sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu gilir kepada 

para istri, namun tidak dituntut dalam kecenderungan hati, akan tetapi juga 

tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang istri saja. 

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, yaitu 

bilamana suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya suami 

dapat mengunjunginya itu untuk bermalam secara bergiliran, tetapi bila dia 

sendiri juga mempunyai rumah tetap dia dapat pula memanggil masing-

masing istri itu berkunjung untuk bermalam dirumahnya secara bergiliran 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
16

 

Keadilan dalam poligami menurut hukum keluarga Islam adalah syarat 

yang harus harus dipenuhi oleh suami dalam berpoligami. Keadilan ini dapat 

ditemukan dalam Al-Qur'an, hadist, undang-undang, dan pendapat para 

fuqaha' mengharuskan keadilan sebagai syarat yang harus ada. Beberapa poin 

penting tentang keadilan dalam poligami menurut hukum keluarga Islam 

                                                           
15

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran, hal 411 
16

 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Mnunakahat, cet II (Jakarta: Rajawali Pers), h. 365 
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meliputi: pertama, Keadilan merupakan syarat suami dalam berpoligami, 

kedua, Kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di 

dunia dan akhirat, ketiga,Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk 

mengangkat harkat dan martabat wanita, keempat Keadilan dalam poligami 

menjadi tuntutan yang serius dalam hal Konsep keadilan dalam berpoligami 

berbeda-beda menurut fuqaha dan aturan dalam undang-undang. Dalam 

konteks hukum keluarga Islam, keadilan dalam poligami menjadi penting 

untuk memastikan peranak dan pernikahan yang sejahtera serta adil. Oleh 

karena itu, perlu diperhatikan dan diadopsi syarat keadilan dalam berpoligami 

untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam pernikahan. 

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam namun dalam 

pelaksanaannya jauh dari ketentuan dalam penerapannya terutama mengenai 

adilnya. Adil yang dimaksud adalah dalam hal pembagian nafkah, pembagian 

giliran diantara para istri. Dari beberapa pengamatan peneliti kasus poligami 

yang terjadi di desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung 

Timur masih banyak yang tidak menerapkan konsep keadilan tersebut, 

terdapat suami yang cenderung kepada salah seorang istrinya dan tidak adil 

terhadap pemberian nafkah maupun pembagian waktu berkunjung.  

Berawal dari latar belakang masalah diatas, yaitu pemahaman tentang 

adil dalam poligami, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai adil dalam poligami. Maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul: “KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI 
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PERSPEKTIF HUKUM Keluarga Islam (Studi di desa Gunung Tiga, 

Batanghari Nuban, Lampung Timur)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna keadilan berpoligami dalam hukum keluarga islam? 

2. Bagaimana praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, 

Batanghari Nuban? 

 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui makna keadilan poligami dalam hukum keluarga 

islam. 

b. Untuk mengetahui praktik keadilan bagi pelaku poligami di 

masyarakat desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk 

para peneliti agar mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang 

lebih mendalam serta menjadi tambahan khazanah keilmuan dibidang 

perkawinan poligami yaitu konsep adil dalam poligami perspektif 

hukum keluarga Islam. 
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b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum 

yang lebih baik kepada masyarakat dalam memahami hak dan 

kewajiban mereka dalam konteks poligami. 

 

D. Penelitian Relevan 

1. Penelitian pertama, dilakukan oleh Erni Windasari mahasiswi Institut 

Islam Negri Pare-pare pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh 

Erni Windasari “Konsep keadilan dalam berpoligami (Studi Yuridis di 

Pengadilan Agama Barru)”
17

. Penelitian yang dilakukan oleh Erni 

Windasari Membahas Tentang  Keadilan dalam poligami dengan studi 

yuridis di Pengadilan Agama Barru, Sedangkan penelitian yang peneliti 

tulis ialah mengenai “ Konsep keadilan bagi pelaku poigami perspektif 

hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, 

Lampung Timur)”, dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan 

diantaranya yaitu kedua penelitian membahas objek yang sama yakni 

konsep Adil dalam Poligami. Namun terdapat pula beberapa perbedaan 

diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Erni Windasari 

meninjau Konsep Adil dalam Poligami pada lembaga Pengadilan Agama, 

sedangkan dalam penelitian peneliti membahas keadilan bagi pelaku 

poligami menurut hukum keluarga islam serta bagaimana pelaku poligami 

memaknai adil tersebut.. 

                                                           
17

 Erni Windasari “Konsep keadilan dalam berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama 

Barru”   Dalam reposotory.iainparepare.ac.id,  diakses pada 22 desember 2023 
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2. Penelitian kedua, adalah penelitian dari Zulfa Tutaminah Mahasiswi 

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro dengan judul penelitian  “ 

Konsep Keadilan dalam Poligami (Pandangan tokoh Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama kota Metro)“
18

 Penelitian ini membahas tentang keadilan 

dalam poligami dalam pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul 

Ulama. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “ 

Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam 

(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)” dari 

hal tersebut maka terdapat kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian 

membahas objek yang sama yakni makna adil dalam poligami,  namun 

juga terdapat beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di 

tuliskan oleh Zulfa Tutaminah membahas tentang Keadilan dalam 

Poligami pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama 

sedangkan penelitian yang peniliti tulis, Konsep keadilan bagi pelaku 

poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, 

Batanghari Nuban, Lampung Timur), membahas tentang keadilan 

poligami dalam hukum keluarga islam serta bagaimana seorang pelaku 

poligami memaknai keadilan  tersebut.  

3. Penelitian ketiga, adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Zunal 

Aulawi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo  dengan judul 

studi : “Analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam 

                                                           
18

 Zulfa Tutaminah “Keadilan dalam poligami pandangan tokoh Muhammadiyah dan 

nahdatul Ulama kota metro” dalam reposotory.metrouniv.ac.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 

2023 
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poligami”
19

  Penelitian ini mengkaji tentang Adil dalam poligami menurut 

pemikiran Ibnu Hazm. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah 

mengenai “ Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum 

keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung 

Timur)” Maka dari hal tersebut terdapat kesamaan penelitian diantaranya 

ialah kedua penelitian membahas tentang objek yang sama yaitu adil 

dalam Poligami, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa 

perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan Muhammad 

Zunal Aulawi melakukan penelitian dengan menganalisis pemikiran Ibnu 

Hazm, sedangkan penelitian yang peneliti tulis dilakukan penelitian 

dengan mengkaji keadilan poligami dalam hukum keluarga serta 

bagaimana seorang pelaku poligami memaknai keadilan  tersebut. 

Dari beberapa penelitian diatas belum ada penelitian yang 

membahas tentang Analisis konsep keadilan bagi pelaku poligami 

perspektif hukum keluarga islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul Konsep keadilan bagi 

pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung 

Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur). 

                                                           
19

 Muhammad Zunal Aulawi “Analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam 

poligami” diakses pada 22 desember 2023 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Poligami 

1. Pengertian Poligami 

Secara etimologis kata poligami dalam bahasa Yunani adalah 

Apolus yang berarti “banyak” dan Gamos “pasangan atau istri”. 

Sedangkan secara terminologi arti poligami adalah ketika suami memiliki 

istri lebih dari satu.
20

 KBBI menuliskan bahwa poligami adalah sebuah 

system perkawinan yang mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih 

dari satu, dua,tiga dan seterusnya.
21

  Dalam bahasa arab, poligami disebut 

dengan ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam 

atau disebut dengan hukum Islam poligami ditetapkan sebagai perbuatan 

yang dibolehkan atau mubah, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 

terdapat kalimat ”Fankihu”, kalimat amr atau perintah tersebut bermaksud 

mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqih: 

al-asl fi al-amr al-ibahah hatta Yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari 

sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
22

  

Dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan poligami, namun 

Allah memberikan batasan jumlah untuk melakukannya sebanyak 4 kali 

atau hanya 4 istri saja, dan diberlakukannya syarat yang harus dipenuhi 

                                                           
20

 A. Rodli Makmum dan Evi Muafiah (eds), Poligami dalam penafsiran Muhammad 

syahrur. Ponorogo; STAIN ponorogo Press, 2009, hlm.1089 
21

 Mayyudin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta; Kalam Mulia, 2003, hlm.59-40 
22

 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat  (Bandung : Pustaka Setia), hlm 151 
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diantaranya yaitu harus berlaku adil pada semua istrinya secara harfiah dan 

lahiriah. Jika tidak bisa atau dikhawatirkan tidak mampu maka cukup satu 

istri atau satu pasangan saja. ketentuan ini sama dengan yang terdapat di 

dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3.
23

 

ِنَ ٱلن سَِا ءِ مَثۡنَََٰ  لََّّ تُقۡسِطُواْ فِِ ٱلَۡۡتََٰمَََٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم م 
َ
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أ

وۡ 
َ
َٰحِدَةً أ لََّّ تَعۡدِلوُاْ فَوَ

َ
َٰثَ وَرُبََٰعََۖ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ أ دۡنََٰٓ وَثلَُ

َ
َٰلكَِ أ يمََٰۡنُكُمۡۚۡ ذَ

َ
مَا مَلكََتۡ أ

لََّّ تَعُولوُاْ  
َ
 ٣أ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
24

 

 

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, 

yang juga menyebutkan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki empat 

istri, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih 

dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan 

dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. 

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa ayat ini turun karena 

menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, 

tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara 

perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang 

berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur 

                                                           
23

 Abdul Rahman Ghozali, fiqih munakahat,Jakarta; kencana prenada media grup, 2008, 

hlm.130 
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Cetakan Kesepuluh 

(Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77 
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dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak 

yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, 

tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh 

anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau 

berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka 

lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka 

mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang 

disenangi. 

Sebagaimana sabda Rasullullah hadist yang membolehkan 

poligami, tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud 

dan Ibnu Majah: 

 

اهلل علي  وسل وسىة. فا تيت الىبي صل  قيش به الحارث قال: اسلمت وعىد ي ثما ن   عَن   

 فقلت ذ لك , فقال: اختر مىهه اربعا

Artinya : “Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya 

memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan 

keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. 

(H.R. Ibnu Majah) 

 

Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri 

banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak 

menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Hadist di atas 

berbicara tentang permasalahan terkait seseorang yang mempunyai istri 

sebanyak  delapan istri,  pada masa jahiliyah ketika Rasulullah saw. datang 

membawa ajaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam bersama semua 

istri mereka. Namun kemudian, mereka diperintahkan menceraikan istri-

istri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara 
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tekstual hadis ini membolehkan berpoligami dengan maksimal empat 

orang. 

Adapun antonim dari kata poligami ialah monogami, yang dalam 

pengertian sederhananya ialah perkawinan tunggal (hanya ada satu ikatan 

perkawinan atau hanya ada satu pasangan). Secara terminologi, monogami 

memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, monogami merupakan suatu 

kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu 

orang pada satu waktu. Kemudan yang kedua, monogami diartikan sebagai 

suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung seumur 

hidup.
25

 Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun 

dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan 

parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. 

2. Sejarah Poligami 

Poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam, sebelum Islam 

datang tradisi poligami sudah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban 

Arabia Patriarkhi. Yang dimaksud dengan peradaban patriarkhi ialah 

peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai peran yang menentukan 

seluruh aspek kehidupan, nasib hidup perempuan dalam sistem ini 

didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini 

sebenarnya sudah lama berlangsung bukan hanya diwilayah Jazirah Arabia 

saja, dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas 

                                                           
25

 Abdul Aziz Dahlan, et. All; Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van 

Haove,2003), hlm 1185 
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peradaban Arabia teteapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.
26

 Di dunia 

Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah 

dan tidak berarti. Perbudakan manusia terutama perempuan dan poligami 

menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arab saat 

itu.
27

 Poligami sudah ada jauh sebelum islam datang yang dimana para 

suami memiliki istri hingga belasan banyaknya. 

Saat Islam hadir praktik-praktik tersebut tetep berjalan, meskipun 

Rasullallah tau poligami yang di praktikan tersebut banyak merugikan 

kaum perempuan,  tetapi cara Islam untuk meniadakan praktik ini tidak 

dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa Al-Quran tidak pernah 

provokatif atau radikal. Alquran dan Nabi Muhammad SAW. selalu 

berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya 

dengan intensif. bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan 

yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW. untuk 

diperbaiki secara bertahap dan terus menerus untuk pada akhirnya tercapai 

sebuah kondisi yang paling ideal. kondisi ideal adalah keadilan dan 

penghargaan terhadap martabat manusia. ini adalah kehendak logis dari 

sistem kepercayaan Islam yaitu Tauhid.
28

 Mustafa al-Siba’i menyimpulkan 

tentang sejarah poligami dalam tiga poin, yaitu:  

a. Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali yang membolehkan 

poligami, poligami itu sudah ada sebelum Islam datang. 

                                                           
26

 Attan Navaron, Konsep adil dalam poligami (studi analisis pemikiran M. Quraish Shihab), 

skripsi (Fak. Syariah IAIN Wali songo, Semarang, 2010) hlm 29 
27

 Attan Navaron, hlm 30 
28

 Attan Navaron, Konsep adil dalam poligami (studi analisis pemikiran M. Quraish shihab), 

hlm 30 
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b.  Agama Yahudi juga memperbolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi 

yang disebut namanya dalam Taurat, semuanya berpoligami.  

c.  Dalam agama Kristen tidak ada larangan yang tegas melarang 

poligami, melainkan hanya kata-kata yang bernada nasehat.
29

 

Poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai, 

dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan 

jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, 

perjanjian lama, dan Al-Quran, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa 

as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa 

batas. Setalah islam datang poligami tetap di perbolehkan dengan batasan 

hanya bisa memiliki maksimal empat istri saja. 

3. Syarat-syarat Poligami 

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau 

hal yang disunahkan bagi kaum Muslim, tetapi hanya menjadikannya 

sebagai sesuatu yang mubah, atrinya boleh berpoligami jika memang 

dipandang perlu.
30

 Kebolehan untuk melakukan poligami tidak serta merta 

bebas melakukan poligami tanpa aturan-aturan yang harus dipenuhi. 

Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menetapkan 

syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang melakukan poligami, yaitu: 

a. Harus ada izin atau persetujuan dari istri pertama. 

b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anaknya secara material. 

                                                           
29

 Mustafa al-Siba’i, al-mar’atu baina al-fiqh wa al-Qanun, hlm. 101. 
30

 Abdul Khoir, Konsep Adil dalam Poligami (Analisis perspektif hukum Islam dan Undang-

undanf No 1 tahun 1974) skripsi, (Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 

2010), hlm 22 
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c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka (immaterial).
31

 

Ketiga persyaratan tersebut memberikan pemahaman bahwa suami 

yang akan melakukan poligami adalah suami yang mendapatkan izin dari 

istri-istrinya, memiliki rasa tanggung jawab serta mampu menghidupi 

anak-anak dan istri-istrinya. Seorang suami yang berpoligami harus bisa 

berlaku adil, tidak cendrung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua 

istrinya mendapatkan kasih sayang dan cinta yang tulus. 

 

B. Keadilan dalam Poligami 

1. Pengertian Adil 

Dalam bahasa inggris adil sama halnya dengan kata justice yang 

artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil 

tidak berarti sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seorang sesuai 

dengan fungsi dan peranannya.
32

 Adil dalam bahasa arab adalah adilun 

yang artinya sama atau seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang 

benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Menurut 

ilmu akhlak ialah meletakan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau 

menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai 

haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan 
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pelanggaranya.
33

 Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan 

derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan 

hak seseorang. 

Adil juga bisa diartikan dengan keseimbangan antara kelebihan dan 

kekurangan. Termasuk al-Qisth banyak disebut dalam al-Qur’an berarti 

keadilan baik sebagai  perbuatan manusia yang diperintahkan tuhan 

maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-

Qur’an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan 

dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun 

domestik.
34

  Al-Quran  sebagai kitab suci islam yang menunjukan praktik 

penegak keadilan, keadilan adalah asas yang harus dipegang oleh manusia 

disetiap aktivitas kehidupannya. 

Dalam penjelasan tersebut ada dua jenis adil yaitu yang pertama, 

disebut dengan adil komutatif yaitu tidak memihak atau tidak berat 

sebelah.
35

 Artinya setiap orang akan diperlakukan dengan sama tanpa 

melihat latar belakangnya. Namun bentuk keadilan komutatif ini bisa 

relevan dalam satu konteks, tetapi belum tentu dalam konteks yang lain. 

Misalnya dalam pembagian waris. Keadilan jenis ini tidak berlaku, karena 

adil menurut hukum yang berlaku adalah tidak menyamakan laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan 
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mendapatkan satu bagian saja.
36

 Kemudian adil yang kedua ialah keadilan 

distrebutif yaitu berbuat kepada orang lain apa yang menjadi haknya. 

Artinya Setiap seseorang akan diperlakukan sama sesuai dengan apa yang 

menjadi haknya. Misalnya, seorang suami akan membedakan perlakuan 

terhadap isteri baru, yang masih gadis dengan isterinya yang pertama yang 

sudah tidak gadis. Maka ia akan bermukim lebih lama di rumah isteri yang 

baru itu. 

M. Quraisy Shihab (1996 : 111) mengatakan bahwa keadilan yang 

berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena 

kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, 

demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain 

dengan kata al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri 

(1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata al-‘adl; al-qisth, al-qashd, al-

istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-hishsha. Kata adil itu mengandung 

arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau 

mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan 

yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau 

menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, 

sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. 

Para pakar agama Islam, umumnya, merumuskan keadilan menjadi 

empat makna (M. Quraisy Shihab, 1996: 114-11 6): Pertama, adil dalam 

arti sama. Dengan pengertian, adil, artinya memperlakukan sama antara 
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orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah 

persamaan dalam hak. Kedua, adil dalam arti seimbang yang identik 

dengan kesesuaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan 

persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. 

Petunjuk Al-Qur`an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, 

seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak warisan 

dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus 

dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Ketiga, adil dalam 

arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu 

kepada para pemiliknya lawan keadilan dalam pengertian ini adalah 

kezaliman. Murtadha Muthahhari (1992: 56) menamakan keadilan ini 

dengan keadilan sosial. Agar Individu-individu dalam masyarakat dapat 

meraih kebahagian dalam bentuk yang lebih baik, maka hakhak dan 

preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. 

Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota 

masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan 

mengukir prestasi. Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di 

sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak 

mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat 

banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya 

merupakan rahmat dan kebaikannya.
37
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Menurut Murtadha Muttahari (1992: 63), keadilan ilahi, merupakan 

persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang 

buta aksara dan para filosuf yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan 

memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya. 

Para teolog muslim tidak kunjung selesai memperbincangkan masalah 

tersebut. Syi’ah dan Mu’tazilah memandang keadilan sebagai prinsip ke 

dua di dalam ushuluddin (pokok-pokok agama).
38

 

2. Keadilan dalam Poligami 

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar 

keadilan kuantitatif semacam pemberian nafkah yaitu dalam bentuk 

makan, minum, pakaian,tempat tinggal atau waktu gilir para istri-istri.
39

 

Maksud adil dalam poligami adalah segala hal, baik materi (kebutuhan 

yang terkait dengan jasmani atau fisik) maupun dalam hal imateri 

(perasaan), seorang yang berpoligami dituntut adil dalam hal kecintaan, 

kasih sayang, nafkah, rumah, waktu giliran menginap dan semacamnya. 

Dari kalangan Hanafi mengatakan  bahwa seseorang yang 

berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keharusan tersebut 

berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 dan hadist dari Aisyah yang 

menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya.
40

 

Kalangan syafi’i juga mensyaratkan keadilan kepada istri-istri, namun 
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menurutnya keadilan itu hanya berdasarkan fisik semisal mengunjungi istri 

dimalam atau disiang hari. Sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat 

Ar-Rum  ayat 30 dan Surat Yunus ayat 69 yang menyatakan bahwa 

seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu maka wajib membagi 

malam secara adil, suami tidak boleh memasuki kamar istri yang bukan 

gilirannya kecuali ada kepentingan, bahkan kalau ada istri yang sedang 

sakit teteapi bukan pada gilirannya maka suami boleh menjenguknya 

hanya pada siang hari. Maksud dari giliran malam bukan berarti harus 

berhubungan badan, karena itu istri yang sedang haid tidak menjadi 

penghalang untuk mendapat giliran malam. 
41

 Imam Malik mengatakan 

bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 

istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran 

terhadap istri-istri sehingga tidak condong pada salah satu istri. Ahmad bin 

Hambal dalam Mengutip Qs. An-Nisa’ ayat 129 mengatakan bahwa 

keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan hati, sehingga 

dalam ayat tersebut Allah Swt. menegaskan kemustahilan manusia 

membagi hatinya secara adil.
42

  Berlaku tidak cendrung terhadap salah satu 

istrinya dan tidak membuat istri-istri yang lain nya terabaikan atau 

terkutang-katung berarti ia sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat 

adil. 
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Para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang 

tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al-

Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan 

polgami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia 

terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat 

juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki: pemerintahan, 

perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang 

memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari 

dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.
43

 

Jadi, tidak seorang ulama pun menolak adanya poligami dalam hukum 

islam, akan tetapi kareana poligami susah dilaksanakan, ada ulama yang 

menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali 

terdapat sesuatu yang darurat atau alasan-alasan yang mengaruskan 

poligami dilakukan. 

3. Konsep Keadilan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam 

Hukum keluarga Islam yang dimaksud adalah kaidah-kaidah dan 

undang-undang yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga yang 

berlaku dan dipedomani dan hidup serta berkembang dalam masyarakat 

muslim Indonesia (the living law). Produk hukum keluarga Islam tersebut 

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan 

yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974, Serta berdasarkan Al-Quran 
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dan hadist, Seperti yang di sebutkan dalam firman Allah swt surat An-Nisa 

ayat 129 

 ُ وْا بَيَْۡ الن سَِاۤءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلََ تمَِيلُْوْا كَُُّ المَْيلِْ وَلَنْ تسَْتَطِيعُْوْ ا انَْ تَعْدِل
َ كََنَ غَفُوْرًا رَّحِيمًْا  فَتَذَرُوهَْا كََلمُْعَلَّقَةِ ۗٓوَانِْ تصُْلحُِوْا وَتَتَّقُوْا فاَنَِّ اللَّه

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian.karena itu janganlah kamu terlalu cendrung (kepada 

yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkutang 

katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang”. 
44

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat 

dicapai apabila berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, 

keadilan yang harus dicapai adalah keadila materil semata-mata, sehingga 

seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-

istrinya.
45

   seorang suami tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada 

semua istri nya dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari 

segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam 

pembagian giliran secara lahiriah, misalnya masing-masing istri mendapat 

giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan 

berahinya serta persetubuhan yang dilakukan.  

Namun, seseorang tidak akan bisa memiliki rasa cinta yang sama 

besar, apabila seorang suami cenderung lebih mencintai seseorang dari 

istri-istrimu, maka janganlah ia berlebihan dalam kecenderungan itu secara 

habis-habisan. Akan tetapi, Apabila ia memperbaiki perkara nya dan 
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melakukan giliran dengan adil terhadap semua istri-istrinya, serta bertakwa 

kepada Allah dalam segala keadaan, niscaya Allah memberikan ampunan 

bagi nya atas apa yang ia lakukan, yaitu kecenderungan kepada salah 

seorang di antara istri-istri kalian, sedangkan yang lainnya ditelantarkan.
46

 

Sebab manusia tidak akan bisa membagi hatinya dengan sama rata kecuali 

atas kehendak Allah swt. maka Allah mengampuni hal tersebut apabila ia 

memperbaiki dengan melakukan adil dalam waktu gilir terhadap istri-

istrinya. 

Keadilan berpoligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia juga 

termuat dalam Pasal 55 KHI yang menyatakan bahwa: Ayat (1). Beristeri 

lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat 

isteri. Ayat (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Ayat (3). 

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang beristeri dari seorang. Dengan demikian, dalam hal suami 

akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan 

dan dijadikan alasan utama adalah: Pertama, syarat dan prosedur yang 

ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. 

Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral. Sehingga hukum agama 

dan hukum negara harus berjalan bersamaan, tanpa harus dipertentangkan 

satu dengan lainnya. Sebagai contoh terhadap seorang yang agamanya 

melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan Undang-
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Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan 

ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing masing. Dengan 

demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan 

kedua/poligami tersebut menjadi tidak sah secara agamanya.
47

 

4. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif UU Perkawinan 

Dalam ketentuan pasal 1 UU perkawinan no 1 tahun1974 tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa yang di maksud perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
48

 

Ada dua istilah model perkawinan yaitu Poligami dan Monogami, 

dari model perkawinan tersebut maka UU perkawinan No 1 tahun 1974 

menganut asas monogami yaitu yang tertulis dalam pasal 3 ayat 1 yang 

berbunyi : Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri, begitu pula dengan seorang wanita hanya boleh memiliki 

seorang suami. Namun pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan disebutkan 

bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari satu apabila disepakati oleh pihak yang bersangkutan. 

Artinya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja sebab 

seorang suami masih bisa beristri lebih dari satu apabila mendapatkan izin 

dari pengadilan. 
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Adapun syarat utama yang harus dipenuhi ialah suami mampu 

berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, apabila ia tidak bisa 

memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu 

suami juga harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, apabila 

berpoligami tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 Suami yang hendak berpoligami maka wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Izin dapat diberikan oleh 

pengadilan agama apabila alasan yang tercantum sesuai dengan syarat-

syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU perkawinan, yaitu ;  

a. Istri tdak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
49

 

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan maka suami harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu disertai dengan alasan yang 

dapat dibenarkan. 

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri dapat diberikan secara 

tertulis atau secara lisan, Namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis 

dari istri persetujuan ini juga harus dipertegas dengan persetujuan lisan 

dari istri yang di ungkapkan pada saat sidang dipengadilan agama. Istri 

akan di penggil oleh pengadilan agama agar majelis hakim bis 

mendengarkan persetujuan secara lisan dari seorang istri yang akan di 

poligami, pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan sesuai tata cara yang 
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diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
50

 Setalah 

mendapatkan persetujuan dari istri kemudian  dilanjutkan  proses dalam 

acara pengadilan agama yaitu pemeriksaan dilakukan oleh hakim 

selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta 

lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup 

alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari 

lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu  

tempat  yang  dipilih sebagai  lokasi  dan objektif penelitian.51 Dalam 

penelitian ini ditujukan langsung ke dalam suatu masyarakat yaitu yang 

berlokasi di Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam 

bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.52 Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang 

terjadi di lapangan secara alamiah. Deskriptif bertujuan membuat deskripsi 

secara sistematis faktual akurat mengenai fakta, sifat serta fenomena yang 

diselidiki.53 
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B. Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data 

merupakan suatu pokok terpenting untuk melakukan penelitian dapat menjadi 

salah satu tonggak keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat 

memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa 

yang diinginkan. Sumber data primer merupakan sumber data 

dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan 

tertentu.54 Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik 

sampling yaitu menggunakan purposive sampling.55 Adapun yang 

dimaksud dengan purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik 

pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan 

sampel yang diperlukan.
56

 Dalam penelitian ini Sumber data primer 

diperoleh langsung dari dokumentasi serta wawancara kepada masyarakat 

desa Gunung Tiga yang melakukan poligami yaitu bapak JS, bapak AS, 

dan bapak RS. 

2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder  yaitu sumber data yang diperoleh melalui 

buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang 

                                                           
54

 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif., 69 
55

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55 
56

 Sofian Effendi, MetodologiPenelitianSurvei (Jakarta: LP3ES, 2012), 172 



32 
 

 
  

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
57

 Maka yang menjadi 

sumber data pada  penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, skripsi, 

tesis, disertasi dan alat informasi lainnya yang bisa di pertanggung 

jawabkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahn 

dalam penelitian ini dan di anggap penting untuk dikutip dan dijadikan 

informasi tambahan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang 

dirujuk ialah buku-buku sebagai berikut, Fiqih munakahat karya Drs. Beni 

Ahmad Saebani, M.SI. Tafsir ayat hukum keluarga 1 karya Dr. 

Tobibatussaadah, M.Ag, Poligami dan relevansinya dengan keharmonisan 

rumah tangga karya H. Khairul Abror Poligami karya K.H Husein 

Muhammad. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data 

yang tepat dan akurat, yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. 

dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga makna dalam suatu topik tertentu.
58

 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur yaitu 

wawancara yang bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
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telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
59

 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga Gunung Tiga yang 

melakukan poligami yaitu bapak JS, bapak AS dan bapak RS. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data 

pribadi responden.60 Metode dokumentasi digunakan mengumpulkan data 

yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan adalah profil desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari 

Nuban, Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam melakukan penelitian tentang konsep keadilan bagi 

pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam. 

 

D. Teknik analisis data 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaanyang dipandang dari segi 

hukum.61 Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif  lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.62 
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Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode 

berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, 

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan 

dan selama prosespengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis 

dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari 

pola, tema, hubungan persamaan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data 

seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data 

tentang fakta kongrit mengenai konsep keadilan dalam poligami perspektif 

hukum keluarga Islam kemudian akan ditarik kesimpulan. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANl 

  

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

Desa Gunung Tiga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pada mulanya 

Masyarakat Gunung Tiga  Hidup berdampingan dengan masyarakat Sukaraja 

Nuban, akan tetapi akhirnya warga Gunung Tiga yang berasal dari lereng 

gunung kembali lagi ke Gunung Tiga sementara warga Sukaraja Nuban 

memisahkan diri dari Gunung Tiga. Desa Gunung mula berdiri sendiri mulai 

berdiri sendiri pada tahun 1960, disebut Desa Gunung Tiga karena adanya 

gunung yang berjejer dan ada tiga, gunung tersebut memiliki ketinggian 

1605dpl.  Setelah melewati musyawarah atas beberapa usulan dari tokoh adat 

dan tokoh masyarakat maka pada akhirnya sepakat memberi nama Desa 

Gunung Tiga. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Tanggal 14 

Juli 1986 Desa Gunung Tiga terdiri dari 5 dusun dan 22 RT. Masyarakat 

gunung tiga secara umum didominasi oleh suku Lampung dan masih terlihat 

sangat kental adatnya, salah satunya yaitu Petuah Bepadun yang nilai adat 

istiadatnya masih dilestarikan sampai saat ini. Petuah Bepadun yaitu suatu 

musyawarah yang dilakukan masyarakat Gunung Tiga bersama dengan 

tokoh-tokoh adat dengan tujuan mencapai mufakat atau kata sepakat dalam 

suatu permasalahan yang ada.
63

 

 

                                                           
63

 Buku Profil desa Gunung Tiga 



36 
 

 
  

1. Potensi Adat istiadat, budaya dan Wisata Desa Gunung Tiga 

Sejarah awal Desa Gunung Tiga yang diawali dari adanya tiga buah 

gunung yang berjajar, tidak heran jika di dalam wilayah Desa Gunung 

Tiga tersimpan banyak potensi baik dari adat istiadat kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat setempat maupun potensi wisata yang terdapat di 

Desa Gunung Tiga diantaranya yaitu adanya adat istiadat dari nenek 

moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang yakni Begawi, selain 

adat istiadat terdapat juga situs budaya yang ditemukan yakni berupa Guci 

Tanah, Batu Bejat, Batu Benteng dan yang tidak kalah menarik yakni 

potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Gunung Tiga yaitu 

Danau Batu.
64

 

Masyarakat Desa Gunung Tiga memanglah didominasi oleh 

penduduk dengan suku Lampung, namun tetap tidak menutup 

kemungkinan bahwa terdapat beberapa suku lain dan dapat hidup saling 

berdampingan dan menghargai satu sama lain. Oleh karena disebabkan 

didominasi Suku Lampung, maka adat Lampung masih terasa sangat 

kental dan menjadi ciri tersendiri untuk Desa Gunung Tiga, salah satu 

kesenian yang ada yakni Begawi atau yang memiliki istilah lengkap 

Begawi Cakak Pepadun. Begawi biasanya dilakukan oleh kelompok adat 

Lampung Pepadun. Istilah Pepadun sendiri berasal dari nama salah satu 

perangkat yang digunakan dalam begawi, yaitu singgasana dari kayu yang 

menyimbolkan suatu status sosial dalam keluarga. Disinggasana inilah 
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gelar adat diberikan setelah orang yang ingin mendapatkan kenaikan 

status dari gelar tersebut diharuskan untuk memberikan sejumlah uang 

dan menyembelih kerbau dengan jumlah tertentu.
65

 

Setiap orang memilik kesempatan untuk melakukan peningkatan 

status adanya dengan melakukan upacara ini yang mengharuskannya 

membayar sejumlah uang (dau) dan hewan ternak kerbau.Jumlah uang 

dan kerbau yang harus dibayarkan tergantung dari seberapa tinggi 

peningkatan status adat yang diinginkan, jika status adat yang diinginkan 

semakin tinggi, maka uang dan kerbau yang harus diserahkan jumlahnya 

juga semakin banyak.Upacara begawi cakak pepadun sekaligus juga 

sebagai penanda adanya perbedaan antara masyarakat Lampung Pepadun 

yang mendiami wilayah tengah dan Lampung Saibatin yang mendiami 

daerah pesisir Lampung.Upacara adat besar yang disertai pemberian gelar 

atau juluk adok memang menjadi ciri khas dari adat Lampung 

Pepadun.Dalam begawi yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun di 

mana perempuan dan orang yang belum menikah juga bisa mendapatkan 

gelar. 

 Selain kaya akan adat istiadat yang masih dilestarikan sampai 

sekarang, terdapat juga situs budaya berupa Guci tanah, Guci ini 

ditemukan pada tahun 2008 yang bermula pada saat pengerjaan proyek 

penggalian batu yang berada di dusun satu tepatnya pada arena 

persawahan yang ada di desa Gunung Tiga. Saat sedang dilakukan 
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penggalian batu di arena galian tersebut ditemukan guci. Guci tersebut 

ditemukan dalam keadaan utuh namun sedikit retak, hal ini ditaksir akibat 

terjadinya erosi tanah, dan menurut pengakuan salah satu penduduk 

selaku tetua adat di Desa Gunung Tiga, guci tersebut sudah berumur 

ratusan tahun karna keautentikannya dan diyakini memiliki sejarahnya 

sendiri. Untuk menjaga bentuk aslinya, retakan guci tersebut telah 

disatukan kembali dan saat ini guci tersebut berada di kediaman bapak H 

Helmi HS yang saat ini menjabat sebagai kepala desa Gunung Tiga. 

Situs budaya lainnya yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Batu 

Bejat. Pemberian nama Batu Bejat sendiri adalah disesuaikan dengan 

bahasa Lampung yang memiliki arti “Terbuka atau tergeletak”, seperti 

halnya bentuk batu ini yang terlihat sekilas seperti sengaja disusun dan 

diletakan di atas tebing dan seolah olah ditopang oleh bebatuan lain, 

padahal apabila dilihat secara langsung tidak ada batu lain yang 

menyangga batu bejat ini dan batu ini tidaklah langsung menempel 

dengan tanah, yang menjadi keunikan tersendiri diatas batu tersebut 

terdapat ada bekas telapak tangan dan kaki yang menggambarkan seolah 

olah seorang yang sedang bersujud. Banyak diyakini masyarakat bahwa 

dahulu tempat ini banyak digunakan orang untuk bertapa dan mencari 

ilmu spiritual.
66

 

Goa batu benteng ini masih menyimpan banyak sejarah yang masih 

menjadi misteri, sampai saat ini belum ada penduduk ataupun kaum 
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pendatang yang berani untuk memasuki gua tersebut karna masih 

dianggap sebagai tempat yang misterius. Kondisi Goa ini dikhawatirkan 

akan tertutup karna erosi tanah.
67

 Tidak hanya hal diatas, terdapat adanya 

potensi wisata yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Danau Batu, Danau 

ini sebenarnya bermula dari bekas galian batu pada zaman dahulu.Dimana 

bekas galian tersebut tidak diratakan kembali, sehingga lubang tersebut 

terisi air hujan dan lambat laun lubang galian tersebut membentuk seperti 

danau yang saat ini disebut sebagai danau batu.Pada sekitaran danau 

tersebut terdapat bekas bangunan pabrik kuno yang saat ini hanya tersisa 

dinding dan tangga pabrik.
68

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Desa Gunung Tiga, tempat ini memang belum dikelola namun dapat 

menjadi potensi wisata sebab tempatnya yang masih asri dan indah 

dipandang mata, terlebih airnya yang berwarna hijau pekat.
69

 

2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga  

Secara geografis Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban 

Kabupaten Lampung Timur, memiliki kondisi iklim curah hujan diantara 

2000 – 3000 Mm,
70

 dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :  

a. Iklim :   

1) Curah hujan    : 2000-3000 Mm 

2) Jumlah bulan hujan   : 6 Bulan 
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3) Suhu rata-rata harian   : 22-30 C 

4) Bentang wilayah   : Datar/Berbukit/Pegunungan 

b. Tipologi: 

1) Desa Kepulauan   : Ya/Tidak 

2)  Desa Pantai/Pesisir   : Ya/Tidak 

3) Desa Sekitar Hutan   : Ya/Tidak 

4) Desa Terisolir    : Ya/Tidak 

5) Desa Perbatasan dengan Kabupaten  : Ya/Tidak 

c. Orbitasi: 

1) Berada di Ibu Kota Kecamatan  : Tidak 

2) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan   : 6 Km 

3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Menit 

4) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan  : Kendaraan Roda 

5) Dua  Jarak ke Ibu Kota Kabupaten   : 13 Km 

6) Lama tempuh ke Ibu Kota kabupaten  : 30 Menit 

7) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Kendaraan Roda 

2&4.  

3. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

 Desa Gunung Tiga memiliki luas wilayah desa 1.837 Ha. Terdiri 

dari daerah tempat tinggal penduduk, persawahan dan perkebunan. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Gunung Tiga antara lain: sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Negara Ratu, sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Sukacari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Basuki, 
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sedangkan sebelah Barat berbatasan deengan Desa Bumi Jawa.
71

 

Adapun seperti terlihat didalam tabel berikut. 

Table 4.1 

Batas Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

 

Sebelah utara Negara Ratu 

Sebelah selatan Sri Basuki 

Sebelah timur Sukacari 

Sebelah barat Bumi Jawa 

Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

Desa Gunung Tiga terbagi menjadi 5 dusun, 22 rukun tetangga 

dengan jumlah 767 kepala keluarga,jumlah penduduk Desa Gunung Tiga 

Secara keseluruhan yakni sebesar 2811 jiwa, dengan perincian 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Umur 

 

No Umur Jumlah 

1 00-03 156 

2 04-06 48 

3 07-12 296 

4 13-15 69 

5 16-18 47 

6 19-35 697 

7 36-45 713 

8 46-57 625 

9 >58 175 

Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

Adapun penyebaran jumlah penduduk Desa Gunung Tiga pada 

masing masing Dusun diantaranya yakni sebagai berikut, penduduk desa 

dusun satu sebanyak 559 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 5, 

jumlah penduduk desa dusun dua yakni sebanyak 664 jiwa yang terdiri 
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dari 376 laki laki dan 298 perempuan dan dengan jumlah rukun tetangga 

5, jumlah penduduk desa dusun tiga adalah yang paling sedikit yakni 

sebanyak 220 jiwa yang terdiri dari 112 laki laki dan 108 perempuan dan 

terdapat 4 rukun tetangga, berbanding terbalik dengan dusun tiga jumlah 

penduduk dusun empat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak 

yakni sebesar 764 jiwa dan terdapat 4 rukun tetangga dan pada dusun lima 

terdapat 604 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 4. Dengan 

jumlah akumulasi Penduduk Desa Gunung Tiga Sebanyak 2811 Jiwa.
72

 

Tabel 4.3 

Penyebaran penduduk desa Gunung Tiga 

 

Desa/Wilayah 
Jumlah 

Penduduk 
 Peremuan 

 Laki-Laki Peremuan  

Dusun 01 286 273 559 

Dusun 02 376 288 664 

Dusun 03 112 108 220 

Dusun 04 355 409 764 

Dusun 05 281 323 604 

Jumlah 1410 1401 2811 

 Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur 

Dari data di atas, tentunya didasari dari terdapat adanya perubahan 

jumlah penduduk, baik berkurang ataupun bertambah, hal ini terlihat dari 

adanya pertambahan jumlah penduduk yang datang berasal dari luar Desa, 

Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi yakni sebanyak 13 orang dan 

meningkatnya jumlah kelahiran yakni sebanyak 7 orang. Sedangkan 

adanya mutasi penduduk yang keluar Desa Gunung Tiga dikarnakakan 

perkawinan dan pekerjaan yakni sebanyak 1 orang, dan karena adanya 
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angka kematian yang disebabkan oleh penyakit dan usia yakni sejumlah 8 

orang. 

 

B. Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif Hukum Keluarga Islam 

Menurut para fuqaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu 

hukum keluarga islam disandarkan pada firman Allah SWT (Al-Quran) dan 

sabda Nabi Muhammad SAW (Hadis). Tidak ada larangan adanya praktik 

poligami didalam Al-Quran dan Hadis dan juga tidak juga mewajibkan 

berpoligami. Kebolehan poligami terdapat persyaratan-persyaratan tertentu, 

jika persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin 

berpoligami, maka hukum keluarga islam menegaskan bahwa seorang suami 

hanya dapat melakukan monogami yaitu menikahi satu istri saja.
73

  Poligami 

tidak akan ada jika tidak mayoritas jumlah perempuan dibandingkan dengan 

laki-laki, seorang laki-laki di perbolehkan poligami dengan salah satu syarat 

bisa berlaku adil terhadap istri-istri nya. 

Dalam memaknai arti adil, tidak ada kesepakatan mengenai arti 

keadilan yang dapat dijadikan definisi. Banyak teori tentang keadilan yang 

dikembangkan oleh ahli filsafat Hukum. Dalam perspektif Plato, keadilan 

berarti kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argmentasi rasional dan 

menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan, sedangkan memaknai 

keadilan yaitu distribusi yang mendudukkan manusia pada tempatnya.
74

 

Selanjutnya Muslehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa dalam islam 
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keadilan sama dengan keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan 

kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. 

Lebih lanjut menurutnya bahwa keadilan dalam islam merpakan yang paling 

tinggi dibandingkan dengan sistem yang lain, baik yunani, romawi maupun 

hukum manusia lainnya.
75

  

Berlaku adil sangat sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang 

dimiliki oleh seseorang termasuk hak asas, wajib diperlakukan secara adil. 

Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum 

berdasarkan amanah harus di tetapkan secara adil tanpa di barengi rasa 

kebencian dan sifat negative lainnya. 

Keadilan ini sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Q.S An-Nisa’ 

ayat: 58. 

ن 
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ن ۞إنَِّ ٱللََّّ

َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيَۡۡ ٱلنَّاسِ أ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ْ ٱلۡۡ تؤَُدُّوا

َۢا بصَِيٗرا   َ كََنَ سَمِيعَ ا يعَِظُكُم بهِۦِ ۗٓ إنَِّ ٱللََّّ َ نعِِمَّ  ٥٨تََۡكُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

Mengenai keadilan dalam poligami ialah hal yang sulit dilakukan oleh 

seorang suami terhadap istrinya. Seperti yang termuat dalam surat An-Nisa’ 

ayat 129, dalam menafsirkan ayat terakhir Al-zamakhsyari mengatakan 

                                                           
75

 M.Muslehuddin, Filsafat Hukum islam dan pemikiran orientalis, (Yudian Wahyudi, 

Asmin, pen), (Yogyakarta, Tiara wacana yogya,1991), hal 81 



45 
 

 
  

bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan 

kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu 

diatas kemampuannya termasuk perbuatan Dzalim. Bagaimanapn saha untuk 

berbuat adil manusia tidak akan mampu, apalagi kalau dihubugkan dengan 

kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu Allah melarang untuk 

condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar.
76

 

Dalam kata lain beliau menegaskan harus ada upaya maksimal dari seorang 

suami untuk dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. 

Menurut Zaitunah subhan bahwa QS. An-Nisa’ ayat 129 tersebut dapat 

menjadi salah satu bukti bagaimana konsep keadilan dalam poligami itu 

sangat sulit diterapkan apalagi dalam masalah cinta dan perasaan. Dalam 

riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi sendiri juga mengakui bahwa 

hatinya cenderung ke Aisyah ketimbang istrinya yang lain. Sehingga saat itu 

nabi pernah mengatakan bagaimana beratnya mengontrol perasannya 

terhadap istri-istrinya.
77

 

Adil dalam perspektif Hukum Keluarga Islam diartikan sebagai adanya 

persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama 

istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Adil dalam batas 

kemampuan manusia ialah adil yang bersifat obyektif dan terukur, yaitu adil 

dalam hal pemenuhan materi, bukan adil dalam hal kasih sayang dan cinta, 

karena kasih sayang  dan cinta tidak dapat diukur secara objektif dan diluar 
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kemampuan manusia untuk dibagi. 

 

C. Praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, Batanghari 

Nuban, Lampung Timur 

Di desa Gunung Tiga tidak semua keluarga menerapkan pernikahan 

monogami, terdapat beberapa suami yang melakukan poligami baik dengan 

persetujuan istri pertama maupun tanpa persetujuan istri pertama. Poligami 

yang terjadi di desa Gunung Tiga juga tidak mendapatkan izin dari 

pengadilan atau dengan kata lain ialah poligami di bawah tangan atau 

poligami sirri. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Abdul Latif sebagai 

tokoh adat desa gunung tiga bahwa pelaku poligami di desa Gunung Tiga 

belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan, ada yg lebih cendrung 

kepada istri pertama dan ada juga yang lebih cendrung kepada istri kedua. 

Beliau berpendapat bahwa adil dalam poligami sangat sulit dijalani, jarang 

sekali ada yang bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

”Poligami itu punya istri dua atau lebih, sedangkan adil artinya 

tidak memihak kesalah satu saja. yang saya tau keadilan dalam 

poligami ini ya kurang lebihnya bisa bersikap sama kepada istrinya. 

Sebenernya memang untuk berlaku adil apalagi didalam perkawinan 

poligami ini memang sangat sulit di jalani, jarang atau bahkan hampir 

tidak ada yang bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kalau pendapat 

saya apabila suami sudah berani berpoligami itu kan artinya dia 

sanggup untuk bersikap adil. Kalau dari yang saya liat di desa Gunung 

Tiga ini orang-orang yang melakukan poligami belum sepenuhnya 

menerapkan konsep keadilan, mereka lebih fokus kesalah satu istri saja 

terlebih kepada istri kedua, mungkin karena masih baru ya jadi masih 

cinta-cintanya sehingga istri pertamanya diabaikan. istri berlaku adil, 

adil dalam, nafkah lahir maupun nafkah batin, apalagi kalo untuk waktu 

menginap menurut saya seharusnya suami pukul rata misal 2 malam 

dengan istri pertama 2 malam juga dengan istri kedua, begitupun juga 
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dengan nafkah lahiriyah seperti sandang pangan dan papannya.”
78

 

 

Menurut bapak Rusnaidi sebagai tokoh agama, juga berpendapat bahwa 

laki-laki yang melakukan poligami biasanya tidak dapat berlaku adil, Untuk 

menjalani konsep adil pada zaman sekarang bisa dilakukan namun sulit 

dijalani, karena harus memberikan adil yang sesuai dengan porsinya Adil 

dalam poligami yang bisa dilakukan hanya dalam hal materi, sedangkan 

dalam hal kasih sayang tidak bisa. Kebanyakan yang terjadi sekarang suami 

yang berpoligami hanya karna nafsu semata, kurangnya pengetahuan dari 

para pelaku poligami sehingga melenceng dari ketentuan islam terkhusus dari 

aspek keadilan.  

“Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai dua orang istri 

atau lebih, kalau dalam islam itu seoang suami boleh mempunyai istri 

dengan jumlah maksimal 4, di bolehkannya poligami itu ada syarat-

syaratnya diantaranya harus ada izin dari istri pertama, mampu berlaku 

adil dan ada beberapa lagi. Namun yang terjadi sekarang ini banyak 

laki-laki yang berpoligami hanya karna nafsu semata tanpa 

mengindahkan kewajiban-kewajiban nya dalam berpoligami. Di desa 

Gunung Tiga ini ada beberapa yang melakukan poligami tanpa izin istri 

pertama, tau-tau udah ada istri muda aja.  Untuk menjalani konsep adil 

pada zaman sekarang bisa dilakukan namun sulit dijalani, karena harus 

memberikan adil yang sesuai dengan porsinya. Di desa Gunung Tiga 

dari yang saya amati suami yang melakukan poligami belum 

menerapkan konsep keadilan, baik itu dalam segi materi maupun 

nonmateril dalam poligami sendiri harus adil dalam segala hal, tetapi 

manusia tidak akan bisa adil dalam hal kasih sayang. Konsep adil dalam 

poligami bisa dilakukan dalam hal materil, sedangkan dalam hal kasih 

sayang tidak bisa dilakukan, karena Rasulullah pun tidak bisa 

melakukan dalam hal hati. Jadi menurut saya suami yang berpoligami 

harusnya bisa adil dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi 

berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam islam itu 

terdapat ketentuan poligami terkhusus dalam aspek keadilan yang di 

cantumkan dalam surat an-nisa 129”
79
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Poligami di perbolehkan dalam islam dan undang-undang perkawinan 

namun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Tujuan diperketatnya syarat 

poligami itu, agar orang-orang tidak semena-mena dalam melakukan 

poligami, agar tercapainya keadilan diantara istri yang pertama dan istri yang 

kedua. Untuk adil dalam poligami itu sendiri, manusia tidak mungkin 

mencapai keadilan tersebut seperti yang dikehendaki oleh agama, tetapi yang 

dimaksud adil disini merupakan yang mendekati dengan kebenaran. Karena 

adil sendiri bersifat relatif bukan mutlak. Untuk konsep adil sendiri dapat 

dilakukan didalam keluarga yang berpoligami dengan cara pemberian hak 

kepada istri-istri dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, adil dalam 

artian sesuai dengan kebutuhan. Untuk zaman sekarang banyak laki-laki yang 

berpoligami bukan karena ibadah, tetapi karena banyak yang mencari 

kesenangan, biasanya poligami yang dilakukan merupakan poligami dibawah 

tangan.  

Selanjutnya penjelasan dari bapak JS yang melakukan poligami dengan 

seorang janda cerai mati, sebelumnya istri pertama tidak mengetahui adanya 

perkawinan poligami serta tidak memberikan izin, namun seiring berjalannya 

waktu istri pertama menerima perkawinan poligami tersebut dengan syarat 

istri kedua tidak tinggal dirumah suaminya. Bapak JS merasa bahwa poligami 

yang ia praktikkan belum sesuai dengan konsep keadilan, baik itu adil dalam 

nafkah lahir maupun nafkah batin, bapak JS lebih cendrung kepada istri 

pertamanya. Akhir-akhir ini ia merasa kesulitan untuk berlaku adil karena 

keterbatasan ekonomi yang menyebabkan ia jarang menafkahi istri 
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keduanya.
80

 

“Sebenernya keadilan dalam poligami itu artinya bisa berlaku adil 

terhadap para istri yaa bersikap sama serta memenuhi hak-hak 

sebagaimana sesuai dengan yang mereka butuhkan. Namun saya yang 

melakukan poligami dengan memiliki dua orang istri merasa bahwa 

belum menerapkan keadilan,  karena pada dasarnya keadilan dalam 

poligami itu tidak condong kesalah stau istri saja, sedangkan saya lebih 

sering bersama istri pertama dan jarang menemui istri kedua, namun 

untuk nafkah lahiriyah masih saya berikan. Akhir-akhir ini saya juga 

merasa sulit bersikap adil dalam nafkah lahir di karenakan keterbatasan 

ekonomi yang mengharuskan saya mengutamakan biaya-biaya sekolah 

dan kuliah anak dari istri pertama saya, kalo bersama istri kedua saya 

belum memiliki keturunan sampai saat ini. Berlaku adil di dalam 

perkawinan poligami ini memang benar-benar sangat sulit dilakukan 

terlebih itu soal kasih sayang bener-bener sangat sulit.”
81

 

 

Sama hal nya dengan bapak AS yang melakukan poligami tanpa izin 

istri pertama. Bapak AS mengaku bahwa ia belum menerapkan keadilan di 

dalam perkawinan poligaminya, bapak AS lebih cendrung kepada istri 

mudanya. Bapak AS mengatakan bahwa keadilan yang ia ketahui adalah yang 

bersifat lahiriyah saja, dengan berdasar bahwa keadilan yang bersifat 

batiniyah itu tidak mungkin bisa dilakukan. 

“Adil itu seimbang ya, tidak berat sebelah. Kalau di dalam 

poligami mungkin yang di maksud keadilan itu ketika saya memenuhi 

atau menyediakan sesuatu yang sama untuk istri-istri saya, kayak misal 

istri pertama di sediakan rumah istri kedua juga begitu kurang lebihnya. 

Kalau saya memang jujur belum adil terhadap kedua istri saya, saya 

lebih cendurng kepada istri kedua. Untuk nafkah pun saya jarang 

memberikan istri pertama saya, karena dia juga bekerja jadi dia 

memang jarang minta uang atau sebagainya. Prinsip keadilan itu sulit di 

terapkan, adil dalam nafkah lahir saja terkadang sulit apalagi kalo 

nafkah batinnya, terlebih kalau harus memiliki perasaan cinta yang 

sama saya rasa itu tidak akan bisa”
82

 

 

Selanjutnya bapak RS yang melakukan poligami dengan izin istri 
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pertama, kedua istri nya tinggal terpisah yaitu istri pertama tinggal dirumah 

yang ada di Desa Gunung Tiga sedangkan istri keduanya tinggal dirumah 

yang ada di Desa Sukacari, bapak RS merasa sudah cukup adil dalam nafkah 

lahir atau materi seperti sandang papan dan pangan. Namun untuk nafkah 

batin atau non-material ia merasa belum bisa bersikap adil karena ia lebih 

cendrung kepada istri kedua nya, ia juga lebih sering menginap dirumah istri 

kedua sementara jarang menginap dengan istri pertamanya. 

“Keadilan dalam poligami itu pada dasar nya harus mampu adil 

dalam nafkah lahir maupun batin, baik itu makan, tempat tinggal, serta 

kasih sayang, saya menyadari bahwa saya masih belum bisa berlaku 

adil terhadap istri-istri saya, namun untuk makan, pakaian, serta tempat 

tinggal selalu saya usahakan untuk adil, hanya saja jika untuk waktu 

menginap saya akui saya lebih sering dengan istri kedua saya yang 

tinggal di desa Sukacari. tetapi jika untuk keperluan rumah tangga 

misalnya kebutuhan dapur saya selalu menyiapkan dengan sama rata. 

Menerapkan keadilan dalam poligami itu memang sangat lah sulit, 

kadang yang menurut kita sudah adil belum tentu adil menurut mereka 

para istri. Di dalam agama islam tentu saja sudah di atur bagaimana 

aspek keadilan yang harus ditegakkan di dalam keluarga poligami, 

hanya saja saya belum terlalu memahaminya”
83

 

 

Peraktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah, praktik 

tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang  tidak mampu 

melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Batas 

keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, 

Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta 

kasih dan kecendrungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan 

tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan 

pembagian materi secara merata sehingga tidak merasa iri satu dengan yang 
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lainnya. 

Begitu pun didalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI menganut 

prinsip monogami, namun sebenernya peluang yang diberikan untuk poligami 

juga terbuka lebar tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, 

salah satunya ialah mampu bersikap adil terhadap para istri. Adil yang 

dimaskud dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI ialah adil dalam segi 

materi, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus menjamin 

kesejahteraan istri-istrinya. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap istri-istri yang di poligami 

terkait adanya keadilan atau tidak di dalam pernikahan poligami. Namun yang 

peneliti wawancarai hanya istri-istri pertama dari pelaku poligami saja, sebab 

istri kedua dari para pelaku poligami tidak tinggal di Desa Gunung tiga dan 

tidak ada akses untuk berkomunikasi secara online. Berdasarkan wawancara 

kepada ibu SK istri pertama dari bapak JS bahwa cukup seringnya terjadi 

poligami itu disebabkan karena perselingkuhan antara suami dan wanita lain. 

Keadilan didalam poligami memang sangat sulit di terapkan, banyak konflik 

yang terjadi didalam perkawinan poligami baik itu dengan suami maupun 

dengan istri lainnya. Beliau juga mengatakan tidak begitu memahami apakah 

suami nya sudah menerapkan konsep keadilan atau belum, ia hanya 

mengetahui bahwa nafkah lahir yaitu berupa uang belanja bulanan masih 

tercukupi seperti sebelum ia di poligami, ibu SK masih menerima hak-hak 

nya sebagai istri. 
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”Saya kurang paham terkait bagaimana konsep adil dalam poligami 

itu, karena adil yang saya tau adalah memberikan suatu dengan sama 

rata. Suami ketika berpoligami tidak meminta izin, dia menikah lagi itu 

nikah sirri dengan istri keduanya. Oleh karena itu sering terjadi konflik 

karena memang notabennya saya tidak suka dengan madu saya tersebut, 

saya juga tidak begitu memahami apakah suami saya sudah berlaku adil 

atau belum, saya hanya tau suami saya masih sangat memenuhi 

kebutuhan saya, masih memberikan nafkah lahiriyahnya, masih sama 

seperti sebelum saya dimadu.”
84

 

 

 

Berbeda dengan ibu M istri pertama dari bapak AS, beliau mengatakan 

bahwa tidak ada keadilan didalam perkawinan poligaminya, suami lebih 

mengutamakan istri muda dan terlalu sering mengabaikan ibu M sebagai istri 

pertamanya. Sehingga sering sekali terjadinya konflik di antara mereka di 

yang disebabkan oleh kecemburuan dan rasa iri. 

“Semenjak suami menikah lagi dia lebih mengutamakan istri 

mudanya, saya jadi merasa diabaikan. Kalo menurut saya suami saya 

belum menerapkan keadilan, untuk nafkah lahiriyah pun dia hanya 

memenuhi untuk makan saja. saya memang kurang tau keadilan yang 

benar itu seperti apa”
85

 

 

Selanjutnya ibu NL istri pertama dari bapak RS mengatakan bahwa 

keadilan yang bisa di capai dalam poligami itu hanya keadilan dari segi 

materi saja, selama ia menjalani perkawinan poligami ia merasa suaminya 

sudah cukup berusaha untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam nafkah 

lahiriyah seperti sandang papan dan pangan. Dalam perkawinan poligami nya 

pernah sesekali terjadi konflik karena suatu hal yang tidak sejalan.
86

 

“Saya rasa suami sudah cukup adil dalam menafkahi kami para istrinya, 

namun ya tidak tau sudah benar-benar adil atau belum, memang beliau kalo 

menyediakan seperti misalnya kebutuhan pangan atau makanan selalu sama, 

contoh kecilnya kalau disini dia belikan beras 10kg ya dirumah istri muda nya 
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juga dibelikan 10kg. Kalau untuk pangan menurut saya sudah cukup adil ya, 

saya sendiri kurang paham adil pada poligami itu harus seperti apa” 

 

Seorang suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan 

pangan, pakaian , tempat tinggal dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa 

membedakan antara istri kaya atau istri miskin, istri tua dan istri muda, dari 

dan lainnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan baik tokoh agama, 

tokoh adat, pelaku poligami maupun istri yang dipoligami menunjukkan 

bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung tiga Kecamatan 

Batanghari Nuban Lampung Timur masih belum menerapkan konsep 

keadilan yang sesuai dengan hukum keluarga islam yaitu adil yang diukur 

secara obyektif atau pembagian materi secara merata, pelaku poligami di desa 

Gunung Tiga masih cendrung terhadap salah satu istri saja. Tokoh adat dan 

tokoh agama serta para suami yang berpoligami setuju bahwa keadilan dalam 

poligami tersebut memang sulit untuk diterapkan baik itu dalam nafkah lahir 

maupun nafkah batin. Berbeda dengan para istri yang kurang memahami 

terkait bagaimana keadilan dalam poligami tersebut. Adil dalam poligami 

sendiri harus adil dalam segala hal, tetapi manusia tidak akan bisa adil dalam 

hal kasih sayang. Konsep adil dalam poligami bisa di lakukan dalam hal 

materil,sedangkan dalam hal non-materil atau perasaan kasih sayang tidak 

bisa dilakukan, karena Rasullullah pun tidak bisa melakukan dalam hakl hati. 

Rasullullah berpoligami pada saat itu hanya untuk membantu janda, memberi 

makan janda dan anak yatim, sedangkan pada saat ini seseorang berpoligami 

terdapat berbagai motif salah satunya karena nafsu. 
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Memandang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu 

berkaitan dengan yang dzohiriyah. Sudah jelas di dalam Al-Quran 

bahwasanya konsep adil yang dimaksud surat An-Nisa ayat 3 itu dalam hal-

hal yang sifatnya umum yang berlaku di masyarakat misalkan adil masalah 

pemberian nafkah, untuk mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat 

tinggal semua itu harus sama. Istri pertama dan kedua harus sama-sama 

mendapatkan nafkah tanpa membeda-bedakan antara istri pertama dan istri 

kedua. Karena menafkahi istri-istri dan anak itu merupakan tanggung jawab 

seorang suami. Sedangkan adil yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 129 

yaitu adil dalam hal batiniyah, sehingga walau sangat ingin berlaku adil tetap 

saja tidak akan pernah bisa untuk berbuat adil masalah hati. Sama hal nya adil 

yang dimaskud dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI ialah adil 

dalam segi materi, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus 

menjamin kesejahteraan istri-istrinya. 

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas 

kemampuan. Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam 

memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak 

dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan seorang suami yaitu 

melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa 

iri dengan yang lainnya.
87

 

Poligami memang masih menjadi suatu promblematika, terlebih bagi 

kaum wanita, karena poligami hanya akan memecahkan keutuhan keluarga, 
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namun poligami juga tidak dilarang baik dalam islam maupun undang-undang 

perkawinan, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan didalamnya.   

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapet diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keadilan dalam poligami perspektif hukum keluarga islam diartikan 

sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari 

terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. 

Adil dalam batas kemampuan manusia ialah adil yang bersifat obyektif 

dan terukur, yaitu adil dalam hal pemenuhan materi, bukan adil dalam hal 

kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang  dan cinta tidak dapat diukur 

secara objektif dan diluar kemampuan manusia untuk dibagi 

2. Praktik keadilan dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung 

tiga Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur masih belum 

menerapkan konsep keadilan, pelaku poligami cendrung terhadap salah 

satu istri saja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

dapat penulis paparkan diantaranya: 

1. Kepada para suami yang melakukan poligami agar tidak terlalu cendrung 

kepada salah satu istri saja, sehingga yang lainnya terkutang katung karena 

akan berdampak besar kepada kehidupan di dalam rumah tangga 
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2. Kepada pelaku poligami baiknya perkawinan poligami yang belum sah 

secara negara agar segera didaftarkan pernikahannya. 

3. Kepada istri-istri yang dipoligami hendaknya memberikan syarat, agar 

setelah suami menikah lagi para istri-istri tetap mendapatkan perhatian dari 

suami. 
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